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ABSTRAK

Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas
Kepada Pengadilan Negeri

(studi normatif Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas)

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sangat pesat dibuktikan d-engan.
banyaknya berdiri Perseroan Terbatas yang berfungsi untuk menunjang perekonomian di
Negara Indonesia. Namun kita harus mencermati apakah Perseroan Terbatas tersebut legal
atau dijadikan sebagai kejahatan yang dapat mengancam kesejahteraan rakyat bersama
maka untuk mencegah hal tersebut hukum sudah mengantisipasi dengan memberikan
kewenangan terhadap Kejaksaan untuk memohonkan Pembubaran Perseroan Terbatas
Kepada Pengadilan Negeri jika Perseroan tersebut melakukan pelanggaran kepentingan
umum.

Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengajukan Permohonan Pembubaran
Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan Negeri apabila Perseroan Terbatas tersebut
melanggar Kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk
suatu Perseroan Terbatas yang diduga melanggar kepentingan umum didasarkan dalam
Pasal 146 ayat | huryf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas.

Dalam Penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai apa rasio hukum pemberian
kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Perseran
Terbatas kepada Pengadilan Negeri dan apa saja kriteria pelanggaran kepentingan umum
sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseran Terbatas (PT) oleh
Kejaksaan Kepada Pengadilan Negeri.

Pada permasalahan skripsi ini Penulis menggunakan metode normatif berdasarkan
studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan
literatur-literatur yang mendukung dalam penulisan skripsi ini

Terdapat beberapa ratio kewenangan Kejaksaan yaitu terdapat dalam Alinea ke IV
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 dan Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa tujuan negara ialah mewujudkan
kesejahteraan umum, ketertiban umum dan perdamaian abadi, keamanan dan ketentraman
hidup bagi rakyat Indonesia, Maka Kejaksaan sebagai pengacara negara mempunyai alasan
untuk memohonkan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan Negeri apabila PT
tersebut melanggar kepentingan wmum yang dapat menghambat tujuan dari Negara
Indonesia serta dalam penulisan ini juga dibahas yang menjadi kriteria Pelanggaran
Kepentingan Umum yang dilakukan Perseroan Terbatas menurut Kejaksaan antara lain
menca{cup mengganggu kepentingan negara, masyarakat luas, kepentingan bangsa,
me{'ugxkan perekonomian negara, mengganggu serta mengancam keamanan rakyat. Maka
Kejaksaan harus teliti dan mengetahui apa saja kriteria Pelanggaran Kepentingan Umum

berdasarkan dari berbagai Undang-Undang yang mengatur mengenai apa itu kepentingan
umum.

Kata Kunci : Pembubaran PT, Kejaksaan, Kepentingan Umum.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan
yang pesat dan stabil, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya berdiri Perseroan
Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan yang tidak asing lagi

dalam lalu lintas perekonomian di Indonesia.

Perseroan Terbatas didirikan oleh para pihak yang menginginkan memiliki
wadah usaha yang berbadan hukum sekaligus mampu mengembangkan tujuan
perusahaan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri Perseroan Terbatas telah tumbuh

dan berkembang menjadi bentuk perusahaan yang paling prestisius di Indonesia.

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang, mempunyai eksistensi terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakuka;n
usaha pada batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Perseroan Terbatas
merupakan suatu badan hukum artinya ia dapat mengikatkan diri dan melakukan

perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang'.

Negara akan maju jika infrastruktur sebagai penunjang keberhasilan ekonomi negara
dapat tersedia dengan baik. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh oleh badan

statistik jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia tahun 2008 sebanyak 25.694 ribu,

! Binoto Nadapdap. Hukum Perseroan Terbatas, Aksara, Jakarta, 2013 him. §



jumlah Perseroan Terbatas di I[ndonesia tahun 2008 sebanyak 25.694 ribu , Tahun
2009 sebanyak 24.468, di tahun 2010 sebanyak 23.345 ribu ,Tahun 2012 sebanyak

25.341 ribu? Jumlah perseroan terbatas di sumatera selatan sejumlah 132 perusahaan.3

Betapa mudahnya untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, yang
mendasari nya adalah perjanjian, sehingga perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi
berdiri nya perseroan* terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya
disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”5

jika kita lihat syarat mendirikan PT itu jika ada uang, ada kesepakatan,
kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam
" pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian,
dengan dipenuhi nya empat syarat sah nya perjanjian tersebut maka perjanjian

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.®

Dari data yang telah disebutkan jumlah berbagai perseroan terbatas sangat
banyak dikarenakan mudahnya mendirikan suatu Perseroan Terbatas .Apabila semua
hal itu telah terpenuhi maka didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat

dan diumumkan dalam berita Negara republik Indonesia.” .

2 . : .
\ www.admmstasnhuku.mda_mham.com diskses tanggal 3/03/2014 pukul 13..15 wib
X www.sgsme_lprgv.go.ld diakses tanggal 2/01/2014 pukul 13.35 wib
Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT.Citra Adiya Bakti ,.Jakarta : 2003. Hal .4

s
» Pasal 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P
S Lihat Pasal 1320 KuhPerdata B erseronn; Teruats

"Fuady Munir, Op cit., him.42-44



http://www.susmelprov.go.id

Undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 yang sebelumnya
diatur yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa
penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan

ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Dalam undang-undang tersebut kejaksaan diberikan wewenang untuk
melakukan permohonan pembubaran kepada PT yang melanggar kepentingan umum

dan undang-undang.

_ Terhadap masalah Pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan

Pengadilan dilakukan melalui :
- /

a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar
kepentingan umum atau Perseroan melanggar kepentingan umum atau
perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan;

b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat

hukum dalam akta pendirian



¢. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan

alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanj utkan.®

Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas (PT), kejaksaan mempunyai
kepentingan untuk melakukannya sepanjang kepentingan umum terganggu (pasal 146
ayat 1 huruf a UU No.40 Tahun 2007). Dalam hal ini kejaksaan dituntut kepekaannya
untuk melihat serta menafsirkan kepentingan umum tf:lah terganggu sebagai akibat

adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu PT.}

Keterlibatan Kejaksaan sebagai wakil negara,wakil pemerintah dan mewakili
kepentingan umum dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan PT merupakan

konsekuensi logis dari sistem negara hukum indonesia dalam arti luas.

/

Hal ini sesuai dengan pokok pikiran penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu

unsur penting peranannya dalam upaya mencapai tujuan dari pembangunan nasional.

Maka, Perseroan Terbatas harus benar-benar melaksanakan peran tersebut
secara efektif . Kejaksaan yang merupakan unsur dari aparatur hukum pemerintah,

dalam hal ini sebagai pengacara negara maka tindakan-tindakan hukum yang

® Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[ .
Lihat Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas



ditujukan agar Perseroan Terbatas melaksanakan peran tersebut secara baik dan

benar, dapat dilaksanakan oleh kejaksaan.

Kita patut mencermati semua perseroan terbatas tersebut merupakan PT yang
legal atau dijadikan sebagai kejahatan yang dapat menggangu kepentingan umum dan
untuk mengantisipasi hal tersebut maka di dalam Pasal 146 ayat 1 huruf a Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
berbunyi: “Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan
kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau
Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan”
yang sebelumnya juga terdapai dalam pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 yang berbunyi sama dengan pasal tersebut maka dengan adanya pasal
tersebut, hukum sudah memberikan sarana perlindungan terhadap Perseroan Terbatas
yang melanggar kepentingan umum dan melanggar undang-undang. Undang-Undang
tersebut sudah mengakomodir jika terdapat Perseroan Terbatas yang bermasalah yang
merusak kepentingan umum. T

Negara sebagai pelembagaan kepentingan umum adalah idealisme politik
hukum pada dasarnya memiliki dasar filosofi dan sebangun dengan ide bernegara.
Kepentingan umum atau kepentingan rakyat adalah poin penting dalam negara dan

hukum. Untuk itu politik hukum harus mampu menjaga kepentingan umum."!

Negara dibangun berlandaskan kedaulatan rakyat untuk menjalankan tugas
negara dalam membuat serta menegakkan hukum yang objektif demi keadilan bagi

kepentingan umum dan bukan untuk suatu kepentingan penguasa.

Hal ini sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia yang tertuang pada Pasal 1

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubfik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI

° Subekti, R.Tjitrosudibio, Op cit, him.55
" Ibid, him.18



1945) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Dasar."?

Maka, negara mempunyai wewenang untuk menjaga ketentraman umum,

ketertiban sosial dan mensejahterahkan rakyat.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan
dalam menegakkan supremasi hukum, kepentingan umum. Tugas dan wewenang
kejaksaan sebenarnya sangat luas dalam menjangkau area hukum pidana, perdata
maupun tata usaha negara. Bahwa tugas-tugas kejaksaan dapat dibagi menjadi terdiri
dari dua bidang, pertama, tugas yudisial, dan kedua, tugas non-yudisial. Meskipun
demikian tugas yudisial kejaksaan sebenarnya bertambah, berdasarkan UU No. 5
Tahun 1991 jo UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaan mendapat kewenangan sebagai
pengacara pemerintah atau negara. Pasal 27 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1991
menyatakan bahwa, “di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
_nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan merupakan pengacara Negara yang
mempunyai kewenangan dalam menuntut apabila terjadi pelanggaran salah satu nya
terhadap pembubaran PT karena melanggar kepentingan umum dan Undang-Undang.

" Berdasarkan INSJA Nomor : INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana
Penegakan Hukum yang berhak dan berwenang dalam melakukan permohonan
pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan merupakan tugas Jaksa muda bidang

perdata dan tata usaha negara."?

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010, Tugas dan

Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebagai berikut :

12
5 tIt’as/a;l 1 ayat (2)IUndar(;§-tilndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

_ http: .google.co.id/ur ?sa—jgrct=i&g——_Sgesrc—:ggsguroe=web&cd=l&cadqj&ved=OCCIO

F[AA&url=http%3A%2F%2Fwww.keiaksaan.szo.id%2FDusdiklat%2Fuplimsz%2FFile%2FMatcri%25

20datun3%2520%28R C%25203%29.ppt&ei=Jcg AUChLonY €070G4Aw&usg=AFQiCNH2RzK 6tc

cqbberS3m8DtSUEH54w&bvm=bv.61535280,d.bmk diakses pada tanggal 16/02/2014 jam 21.00
w1 '



http://www.google.co.id/url?$a=t&rct=i&Q=

. Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun

tergugat);

. Pertimbangan hukum berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan tinggi atau

Kejaksaan Negeri);

. Pela);anan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan Tata

Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta);

. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan
dibidang perdata , antara lain : |

/

1. Pengajuan p-embatalan perkawinan (UU No.l thn 1974 Tentang
Perkawinan) |

2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW buku kesatu )

3. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (UU No.40 thn 2007
Tentang Perseroan Terbatas).

4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001
Tentang Tindak Pidana Korupsi)



6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu
Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004 Tentang Undang-
Undang Yayasan)

7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris

(pasal 50 UU No.30 thn 2004 Tentang Jabatan Notaris)."

Dalam pengertian yang abstrak, negara dapat diartikan sebagai badan hukum yang
mempunyai tujuan tertentu. Dalam teori negara kesejahteraan,tujuan negara tidak lain

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negarariya.

Dalam hal ini kepentingan umurﬁ hafuslah dikedepankan dgripada kepentingan
pribadi atau golongan agar tercipta su.atu negara keSejahtefaan. Menurut Kuncoro
Purbopranoto kepentingan umum meliputi -kepentingan sosial dalanf arti kepentingan A
bangsa,masyarakat dan negara yang meliputi kepentingan individu, golongan dan

daerah."

Konsep Kepentingan Umum adalah Kepentingan umum dinyatakan dalam arti
“peruntukannya” yaitu kepentingan bangsa dan Negara, kepentingan bersama dari
rakyat dan kepentingan pembangunan. dalam inpres no 9 tahun 1973 kepentingan

umum diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut 4 macam kepentingan yaitu:

1. Kepentingan bangsa dan Negara

14

httg://pnpmgerdmsaanlamgura.wordprcss.com/ 2013/09/17/, penggunaan-jaksa-pengacara-negara-

dalam-menyelesaikan-pinjaman-bermasalah-dalam-pro - -mandiri- i
7 Januari 2014 pukul 16.20 wib npm-mandiri-perdesaan/diakses tanggal

'* Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara,Graha llmu .Yogyakarta :2012 , him. 51-52



http://pnpmpcrdcsaanlampura.wordprcss.com/2013/09/17/penggunaan-ink%3c;a-

2. Masyarakat luas
3. Kepentingan bersama

4. Kepentingan pembangunan16

Apabila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak
dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena agar konsep kepentingan umum selain

harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan kemanfaatannya.

Pengertian dari kepentingan umum sampai saat sekarang ini memang tidak ada - .
yang sama, sebagaimana dikemukakan Sjahran Basah, bahwa istilah kepentingan
umum dan kriteria nya merupakan peristilahan yang bersifat elastis, karena. dapat

ditafsirkan secara bermacam-macam tergantung dari keadaan dan sudut yang

menafsirkan.

Perumusan kepentingan umum ini sendiri sangat sulit karena banyaknya
permasalahan yang dikandung sehingga perlu ditetapkan dengan Undang-undang.

Menurut Bagir Manan ada dua pengertian pokok tentang kepentingan umum yaitu :

1. Kepentingan umum sebagai dasar untuk membatasi hak seseorang.
Kepentingan umum disini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk
melakukan tindakan atas hak-hak seseorang yang akan dipergunakan untuk

kepentingan umum, seperti pencabutan hak atau pembebasan hak.

://harisudiyono1.blogspot.com/2013/01/kepentin an-umum-bonum-commune.html diakses

tanggal 12/03/2014 pukul 20:47 wib
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2. Kepentingan umum sebagai dasar untuk membatasi pemerintah. Pemerintah
pada asasnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan atau membuat

. 7
keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum.’

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, penjelasan Pasal 35 huruf ¢ bahwa yang dimaksud kepentingan umum

ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.'®

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas, Kepentingan Umum itu mencakup
kepentingan masyarakat luas atau bangsa artinya apabila kepentingan umum

dilanggar maka akan menimbulkan suatu gangguan kesejahteraan bagi rakyat.

Pada hakikatnya Negara Republik Indonesia bertujuan  untuk
mensejahterahkan rakyatnya Maka, apabila Kepentingan Umum tersebut dilanggar
maka akan mengakibatkan gangguan bagi masyarakat tersebut kesejahteraan
hidupnya,‘ ketidaknyamanan, keresahan, tidak terciptanya ketertiban dalam

berkehidupan.

Kejaksaan mempunyai wewenang untuk memohonkan kepada Pengadilan
Negeri membubarkan Perseroan Terbatas yang dianggap melanggar kepentingan
umum. Hal ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung RI No.40/A/JA/12/2010

diatas. Namun juga perlu diwaspadai kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan

:Z Jum Anggriani, Op.cit.,hlm.51-52
Pasal 32 huruf ¢ , Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penjelasan
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itu bukan tidak mungkin disalahgunakan untuk mengkriminalisasi Perseroan

Terbatas.

Kriminalisasi merupakan proses yg memperlihatkan perilaku yg semula tidak
dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa

pidana oleh masyarakat.'®

Contohnya seperti PT.Torganda yang berkedudukan di jalan Raya Pasir Putih,
Perumahan Pondok Baru Permai Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten
‘ Kampa,Provinsi Riau yang membangun dan mengelola usaha perkebunan kelapa
sﬁwit seluas 10.525 Ha di Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (dahulu
icabupaten' Kampar) dengan tidak memiliki surat keputusan i)elepasan kawasan hutan
darii menteri kehutanan dan perkebunan dan jliga tidak memiliki izin lokasi serta hak
guna usaha dari menteri ‘agraria dan kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) tetapi
PT tersebut telah melakukan usaha tersebut sedangkan perizinan yang dimiliki belum
final, serta PT.Torganda tidak mempunyai itikad baik dengan mengurus perizinan
perusahaannya supaya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta tidak
menjaga tercipta nya suasana yang baik dengan masyarakat di lingkungan usaha
perkebunan PT. Torganda, karyawan PT.Torganda telah melakukan pengrusakan,
penganiayaan dan pembakaran terhadap rumah penduduk sekitar sehingga

mengakibatkan timbulnya ketakutan dan keresahan di daerah Riau terutama

19 h
wib

/lwww_artikata.com/arti-336464-kriminalisasi html diakses tanggal 19 Januari Pukul 15.40


http://www.artikata.com/arti-336464-kriminalisasi.html
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penduduk sekitar sehingga sangat mengganggu kepentingan umum dan telah
melanggar undang-undang .Berdasarkan putusan nya di dalam pertimbangan bahwa
terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengambil putusan,
yaitu putusannya tanggal 26 Oktober 2000 No.22/Pdt.G/1999/PN. Yang amarnya
berbunyi: Dalam Provisionil menyatakan provisionil penggugat tidak dapat
diterimaDalam Eksepsi menyatakan eksepsi tergugat I dan II ditolak Dalam Pokok
Perkara di dalam Konvensi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet
on Varkelijk Verklaard);Menghukum Peng@gat untuk membayar ongkos perkara
yang diperhitungkan sebesar Rp 374.000 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah);Kemudian di dalam rekonvenéi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi
tidak dapat diterima serta menghukum penggugaf rek_onvensi' untuk membayar

/

ongkos perkara sebesar Rp Nihil;

Dalam putusan tingkat banding atas permohonan penggugat (dalam hal ini
dalam kuasa kejaksaan) telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
putusan sebagaimana terhadapnya penggugat/pembanding/terbanding berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 5 november 1999 dan diajukan tanggal 30 Januari 2002
sebagaimana ternyata dari permohonan kasasi NO.22/Pdt.G 1999/PN.BKN yang
dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Bangkinan permohonan kemudian disusul
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut. Dan bahwa permohonan kasasi a quo bahwa permohonan

kasasi a quo maka permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima.
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Perseroan Terbatas harus merupakan badan usaha yang dapat berperan
menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan
kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi dari pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam studi kepustakaan ini penulis tertarik
dan mengangkat judul “ Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada
Pengadilan Negeri ( studi normatif Pasal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang -

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)” .
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B. Rumusan Masalah

1. Apa rasio hukum pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk
mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas" kepada
pengadilan negeri?

2. Apa saja kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai dasar atau
alasan pengajuan permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) oleh

kejaksaan?

C. Tujuan Penelitian
a. untuk mengetahui rasio hukum pemberian kewenangan kepada
kejaksaan dalam mengajukan permohonan Pembubaran Perseroan
Terbatas kepada pengadilan negeri
b. Untuk mengetahui kriteria pelanggaran kepentingan umum sebagai

dasar/alasan pengajuan penﬁohonan Pembubaran PT oleh kejaksaan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas dan
bermanfaat baik bagi para akademisi terutama mahasiswa ilmu hukum
dalam memahami tentang hukum perdata yang secara khusus mencakup
dan mendalami tentang kewenangan kejaksaan dalam pembubaran

perseroan terbatas kepada pengadilan negeri karena melanggar ketertiban
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umum dan undang-undang serta dapat memberikan sumbangsi terhadap
perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum

perdata.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini sangat baik bagi semua pihak terutama
kalangan masyarakat umum serta praktisi hukum untuk memahami ilmu

- hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka.

E. Ruang Lingkup
Untuk lebih terarah Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dibatasi
.ruahg‘ lingkup Kewenangan Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada
Pengadilan Negeri (studi normatif phsal 146 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dalam
pengkajian hukum normatif, bahwa penelitian hukum normatif atau metode

penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan
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di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka yang ada.”

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu
dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum yang mengatur
hubungan antara sesama anggota masyarakat, hubungan antara anggota
masyarakat dan masyarakat juga hubungan antara masyarakat dan Negara (
berlaku umum).?! |

Yaitu hukum yang berada Tahapan kedua penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang ditﬁjukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak
dan kewajiban), hukum subjektif adalah peraturan hukum yang timbul dari
hukum objeektif yang rﬁerupakan hukum yang’ dihubungkan dehgan
seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu dengan
demikian menjadi hak dan kewajibannya.?

Penelitian hukum normatif hendak mengadakan pengukuran terhadap
peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka
defenisi-defenisi operasionil dapat diambil dari peraturan perundang-

undangan®.

. % Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Smgzliat, Cetakan ke-11.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) him.13-14.
e C_a;atanhukumaaz.wordpress.comlzol 1/02/09/hukum-oobjektif diakses tanggal 3/01/2014 pukul
.10 wi
22 4
Temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-subjekti i
03/01/2014 pukul 16.31 wib pene P e ol e tangal
% Ibid, hal. 53
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Metode penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum dengan
menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan
mengindentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum,
yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa
hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dengan pendekatan

pengumpulan data primer .

2. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara‘me.neli_ti bahan
pustaka atau bahan sekunder. Pemikiran normatif did_asarkan pada
penelitian yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, tahap

sinkronisasi vertikal , perbandingan hukum dan sejarah hukum?*

3. Pendekatan Dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 2
a. Pendekatan undang-undang, pendekatan ini dalam penelitian dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan

permasalahan yang harus dipecahkan dalam penelitian ini (selanjutnya

N 24 .
i Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Materi Pendidikan dan Latihan
_\‘(cmahlran Hukum(PLKH) , Palembang: Lab. Hukum Fakultas Hukum Unsri 2010, hlm. 265

25
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-7 . .
3roup,2011, him.93-95. s e-7, Jakarta: PT. Kencana Predana Media
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disebut “isu hukum™)? antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010
Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta
peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait
dengan isu hukum.

b. Pendekatan Historis, Pendekatan historis dalam penelitian ini dilakukan
dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan
mengenai isu hukum.

c. Pendekatan Konseptual, Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini
dilakukan dengan mempelajari dan menelaah perundang-undangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

26
Isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam iti i i
! : ya penelitian hukum karena isu hukum itulah
yang harus d.xpecahkan di dalam enelitian hukum, sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di
dalam penelitian bukan hukum, Baca Peter Mahmud Marzuki, /bid., him.57
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3. Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi
menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil
olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari
suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke
mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder
disini oleh penulis adalah doktrin—doktrin yang ada di dalam buku,
jurnal hukl-lm dan intemet.z?

c. Bahan hu/kum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan hukﬁm primer dan bahan hukum sekunder, berupa
kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus-
kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian
Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, maka terhadap bahan-
bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut dilakukan analisis secara
kualitatif. Analisis Kulitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung,

dalam hal ini data yang penulis analisis secara kualitatif adalah bahan

%7 Peter Mahmud Marzuki,/bid,, him. 93
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Digunakan analisis secara kualitatif karena data yang diperoleh berupa
keterangan dan bahan-bahan tertulis. Tindakan ini dilakukan agar hasil
penelitian hukum ini dapat memuat adil dari pemikiran dan pendapat yang
didasarkan pada bahan hukumyang selengkap-lengkapnya dan pada
akhirnya dari tulisan penelitian ini akan diperoleh suatu kesimpulan yang
dapat menjawab permasalahan yang diteliti o
Pengumpulan dilakukan melalui  studi pustaka. Yaitu Dalam
penulisan ini mengunakan data sekunder yaitu data pokok. Data sekunder
diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sukender, dan bahan hukum tersier.
Pengolahan menghir_n‘ppn data | 'd.engan melakilka.n penelahan. bahan
kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer:bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Kewenangan
Kejaksaan dalam Pembubaran PT kepada Pengadilan Negeri (studi normatif
pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas).Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis

bahan bahan yang telah di kumpulkan dan diolah dengan cara-cara analisis

28 g
Nina Yolanda, “Penegakan Hukum Terhadap Kode Etik” , Jurnal Dharmapala IXXV 1979-
8741, No.2 (April 2010), Vol. 2, him 27( diakses 20 Januari 2014, jam 13.08 wig)
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atau penafsiran hukum yang di kenal yaitu : penafsiran auteknik, menurut
tata bahasa (gramatikal), dan berdasarkan sejarah pe:rundang-undangan.29
6. Metode Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif
yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dan pembahasan yang bersifat
umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai
tujuan yang diinginkan yaitu menjawab isu hukum dalam penelitian

ini.**Penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke suatu

yang bersifat umum.>!

29 i
Sunarjati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhi
Alumni,Jakarta, 1994, him.152 b pattia Alchie Abad Ken20)
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar M. iti, . ;
P em;?d a, 2003, him 18 gantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT.Raja Grafindo
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2 : . g
Fakultas Psikologi UGM, 1985)him, 242~ -+ '+ Ccgvakarta : Yayasan Penerbitan
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